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ABSTRAK 
 

KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN SIRI 
MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN 

 
Dwita Mentari Putri 

 
Perkawinan siri menurut hukum Islam adalah perkawinan yang sah karena 

memenuhi syarat dan rukun perkawinan meskipun tidak dicatatkan oleh Pegawai 
Pencatat Nikah. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan 
merupakan perkawinan yang tidak sah, karena perkawinan tersebut tidak 
memenuhi ketentuan Pasal 2 (2) yang berbunyi : “Tiap-tiap perkawinan harus 
dicatat sesuai dengan peraturan perundang- undangan”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan anak dari 
perkawinan siri dan akibat hukumnya menurut hukum Islam dan Undang-Undang 
Perkawinan. Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana kedudukan 
anak yang dilahirkan dari perkawinan siri menurut hukum Islam dan Undang-
Undang Perkawinan serta apakah akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan 
dari perkawinan siri tersebut. 

Jenis penelitian ini dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian 
kepustakaan dengan metode pendekatan yuridis normatif, setelah itu dilakukan 
kajian terhadap fenomena hukum dan dianalisis. 

Berdasarkan hasil analisis dapat dipahami bahwa menurut hukum Islam 
kedudukan anak yang lahir dari perkawinan siri adalah anak yang sah karena 
perkawinan kedua orang tuanya memenuhi syarat dan rukun perkawinan, 
sehingga anak yang dilahirkan mempunyai hubungan keluarga dengan ayahnya, ia 
mempunyai hak pemeliharaan, pendidikan, perwalian dan warisan yang 
diwariskan dari ayah kandungnya. Sedangkan menurut Undang-Undang 
Perkawinan, kedudukan anak yang lahirkan adalah anak diluar kawin, sehingga 
hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. 

Perbedaan mengenai kedudukan dan akibat hukum terhadap anak yang 
dilahirkan dari perkawinan siri menurut hukum Islam dengan Undang-Undang 
Perkawinan  telah berakhir ketika dikeluarkannya Putusan Nomor 46/PUU-
VIII/2010. Putusan ini mengubah ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974, yang sebelumnya adalah sebagai berikut : “Anak yang 
dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya 
dan keluarga ibunya”. Menjadi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan 
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan 
laki-laki sebagai ayah biologisnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai 
hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. 

 

Kata Kunci : Perkawinan Siri, Kedudukan Hukum Anak, Akibat Hukum 
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dan bimbingan serta dorongan dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realitas 

kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga bisa 

ditegakkan dan dibangun menurut norma agama dan tata kehidupan 

masyarakat, adanya hubungan darah, dan akan mendapatkan keturunan 

sebagai generasi penerus. Orang yang membangun rumah tangga tersebutlah 

yang disebut juga "keluarga".  

Tidak ada perkawinan yang sah jika tidak diiringi norma agama dan tata 

aturan yang berlaku. Oleh karena itu, didalam perkawinan diperlukan cinta 

lahir dan batin antara sepasang suami dan istri. Pernikahan yang dibangun 

diatas cinta yang palsu (tidak lahir batin) biasanya tidak akan bertahan lama 

dan berakhir dengan perceraian.1  

Didalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia-Inpres Nomor 1 Tahun 

1991 mengartikan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang 

sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksakannya 

merupakan ibadah.2 

Mengenai Undang-Undang Perkawinan itu sendiri, telah diatur didalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lalu terdapat 

                                                           
1 Abdul Manan, 2006, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta, 

Kencana, hlm. 1 
2 Abd. Shomad, 2010, Hukum Islam Pernomaan Prinsip Syariah Dalam Hukum 

Islam, Jakarta, Kencana, hlm. 261. 
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perubahan didalam isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana 

yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tetapi 

perubahan tersebut hanya pada beberapa Pasal saja yaitu, seperti pada Pasal 7 

yang sebelumnya berbunyi, perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah 

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 

umur 16 (enam belas) tahun. Lalu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 yaitu, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah 

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. 

Perubahan lainnya seperti diantara Pasal 65 dan 66 disisipkan 1 Pasal 

yaitu Pasal 65A yang berbunyi, pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, 

permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai 

dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  

Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

pengertian Perkawinan ialah Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 

membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) dan 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahum 1974 yaitu : 

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu. 

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan peraturan perundangan-

undangan yang berlaku. 
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Jika perkawinan yang tidak tercatat oleh negara, maka perkawinan 

tersebut tidaklah sah. Perkawinan yang tidak tercatat adalah perkawinan yang 

dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan 

oleh Petugas Pencatat Nikah atau kantor urusan agama (KUA).3 

Perkawinan siri ialah perkawinan yang tidak dicatatkan di kantor urusan 

agama (KUA) dan tidak mempunyai bukti hukum yang kuat dan konkrit, 

perkawinan siri hanya sah dimata agama tetapi tidak dimata hukum negara. 

Tentu saja akan ada akibat hukum didalamnya, yang akan berdampak pada 

ibu dan anak yang dilahirkannya nanti. 

Didalam Pasal 43 ayat (1) yang menyebutkan bahwa, anak yang 
dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan 
ibunya dan keluarga ibunya. Dampak bagi anak yang lahir dari perkawinan 
siri itu ialah mereka tidak memiliki identitas karena Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan pengajuan 
akta kelahiran harus disertai dokumen perkawinan dari negara. Tanpa adanya 
akta kelahiran, anak akan kesulitan mendapatkan Kartu Tanda Penduduk, 
paspor, mendaftar sekolah dan mendapat harta warisan.4 

Keabsahan status perkawinan juga menentukan kedudukan hukum anak 

dalam penentuan nasab terhadap orang tuanya. Nasab akan mengacu pada 

hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua 

terutama orang tua laki-laki.5 

Berdasarkan hal tersebut, menurut hukum Islam, penetapan nasab 

antara anak dengan orang tuanya ditentukan pada status sah atau tidaknya 

anak dalam sebuah perkawinan. Seorang anak dapat dikatakan sah memliki 
                                                           

3 Fitria Olivia , Agustus 2014, Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri 
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Lex Jurnalica 
Volume 11 Nomor 2. 

4 A.Hasyim Nawawi, 2015, Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum Anak dari 
Perkawinan Tidak Tercatat, AHKAM, Volume 3, Nomor 1 : 113-138. 

5 Muhammad Jawad Mughniyah, 1996, Fikih Lima Madzhab , Jakarta, Lentera, hlm. 
383. 
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hubungan nasab dengan ayahnya, jika ia terlahir dari perkawinan yang sah. 

Sebaliknya anak yang terlahir diluar perkawinan yang tidak sah, maka ia 

tidak dapat memiliki nasab dengan ayahnya. 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

perkawinan siri termasuk perkawinan yang tidak sah karena tidak memenuhi 

ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan 

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, sehingga anak 

yang dilahirkan dianggap anak luar kawin. Karena dianggap anak luar kawin, 

maka Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 46/PUU- VIII/2010 

tanggal 17 Februari 2012 menilai tidak tepat dan tidak adil manakala hukum 

menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan siri hanya 

mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja 

tanpa membebankan tanggung jawab kepada ayah kandungnya yang telah 

menyebabkan kehamilan dan kelahiran anak tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menetapkan judul: 

“Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Siri Menurut Hukum Islam dan 

Undang-Undang Perkawinan”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan 

yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu: 

1. Bagaimana Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Siri Menurut Hukum 

Islam dan Undang-Undang Perkawinan? 
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2. Apakah Akibat Hukum Terhadap Anak yang Dilahirkan dari 

Perkawinan Siri? 

 

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian 

1. Ruang Lingkup 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan dalam skripsi ini, maka 

penulis memberi batasan pada pembahasan kedudukan anak yang 

dilahirkan dalam perkawinan siri menurut hukum Islam dan Undang-

Undang Perkawinan dan akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan 

dari perkawinan siri, dan tidak menutup kemungkinan akan membahas 

hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. 

2. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu: 

1) Untuk mengetahui kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan 

siri menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. 

2) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari 

perkawinan siri. 

 

D. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual memuat pengertian, istilah-istilah dan 

pembahasan yang akan dijabarkan didalam penulisan skripsi ini. maka dari 

pengertian serta istilah tersebut yang berkaitan dengan judul skripsi ini 

sebagai berikut : 
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1. Perkawinan menurut Islam adalah kesepakatan antara seorang pria dan 

seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami istri untuk 

mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.6 

2. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan 

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

3. Perkawinan siri adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang Islam 

Indonesia, yang telah memenuhi rukun dan syarat dalam Islam, tetapi tidak 

didaftarkan kepada pegawai pencatat nikah, seperti yang diatur didalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.7 

4. Kedudukan anak adalah keadaan atau kedudukan seseorang dalam suatu 

peraturan yang dibuat oleh penguasa (Pemerintah) atau adat yang berlaku 

bagi semua orang di suatu masyarakat (Negara) atau kepastian-kepastian 

yang ditentukan oleh Allah SWT.8 

5. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat 

perkawinan yang sah. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari 

                                                           
6 Abdul Djamali, 1992, Hukum Islam, Bandung, Mandar Maju, hlm. 77. 
7 Majalah Hukum dan Pembangunan, November 1982, hlm. 54. 
8 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1990, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 78. 
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satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. 

Adapun yang menjadi bagian dari metode dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis 

normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan Norma yang ada. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu, metode 

penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini merupakan 

penelitian kepustakaanatau library research yaitu penelitian yang 

didasarkan kepada literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan 

yang dibahas. 

3. Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yaitu, data yang diperoleh melalui studi pustaka (penelitian kepustakaan), 

yang bersumber dari : 

a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

2. Al-Qur’an dan Hadits. 

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 

tentang kedudukan anak luar nikah. 

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan 
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informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta 

implementasinya, yaitu berupa buku-buku, jurnal ilmiah, buku-buku 

hukum, makalah-makalah dan pendapat para ahli yang sesuai dengan 

topik yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu tentang kedudukan anak 

yang dilahirkan dari perkawinan siri menurut hukum Islam dan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap topik yang diangkat atau bahan hukum yang 

member petunjuk berupa penjelasan terhadap bahan hukum premier 

dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan 

seterusnya. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Karena penulis menggunakan penelitian kepustakaan maka alhasil 

metode pengumpulan datanya adalah metode dokumentasi yaitu dengan 

cara menggali suatu data dan peraturan yang berlaku di Indonesia serta 

pendapat para ahli serta buku dan karya ilmiah yang berhubungan dengan 

masalah pada penelitian ini. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah teknik analisis secara normatif yaitu, dengan cara mengumpulkan 

sumber data yang didapatkan berdasarkan hasil studi kepustakaan. 
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F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu: 

BAB I  Pendahuluan 

  Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang  

  lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode 

  penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini berisi tentang kerangka teori yang berkaitan 

dengan Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Siri Menurut 

Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. 

BAB III  Pembahasan 

 Pada bab ini membahas mengenai Kedudukan Anak Dalam 

 Perkawinan Siri Menurut Hukum Islam dan Undang-

Undang Perkawinan dan Akibat Hukum Terhadap Anak 

yang Dilahirkan dari Perkawinan Siri. 

BAB IV  Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 



 

DAFTAR PUSTAKA 

A. Buku 
 

Abdul Djamali, 1992, Hukum Islam, Bandung : Mandar Maju 
 

Abdul Gani Abdullah, 1991, Himpunan Perundangan-Undangan dan 
Peraturan Peradilan Agama, Jakarta : PT. Intermasa 

 
Abdul Rohman Ghozali, 2003, Fiqh Munakahat, Jakarta : Prenada Media 

Group 
 

Abdul Rohman Ghozali, 2008, Fiqh Munahakat, Jakarta : Prenada Media 
Group 

 
Amir Syarifudin, 2005, Hukum Kewarisan Islam, Cet. II, Jakarta : Prenada 

Media 
 
Arif Gosita, 2004, Masalah perlindungan anak, Jakarta : Bhuana Ilmu 
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Beni Ahmad Saebani, 2001, Fiqh Munakahat, Bandung : Pustaka Setia 
 
Hartono Suryopratikno, 1982, Hukum Waris Tanpa Wasiat, Yogyakarta: 

Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 
 
Hazairin, 1964, Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia, Jakarta 
 
Hilman Hadikusuma, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut 

Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung : Mandar 
Maju 

 
Ibrahim Husen, 1971, Fiqh Perbandingan, Jakarta : Al-Ihya 
 
Indah Purbasari, 2017, Hukum Islam sebagai Hukum Positif di Indonesia, 

Malang : Setara Press 
 

Maidin Gultom, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan 
Perempuan, Bandung: Refika Aditama 
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Jakarta : Indonesia Legal Center Publihsing 
 



 

 

Moch. Idris Ramulyo, 2004, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum 
Islam, Jakarta : Bumi Aksara 

 
Muhammad Daud Ali, 2006, Hukum Islam, Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada 
 
M. Nasir Djamal, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta : Sinar Grafika 
 
Neng Djubaedah, 2010, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat 

Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, Jakarta : Sinar 
Grafika 

 
Sayyid Sabiq, 2013, Fiqih Sunnah diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan 
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Grafika 
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II, Sinar Grafika 
 

Tinuk Dwi Cahaya, 2020, Hukum Perkawinan, Malang : UMM Press 
 
Wantjik Saleh, 1980, Hukum Perkawinan, Jakarta : Ghalia Indonesia 
 
Wirjono P, 1974, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung : Sumur 
 
Yusuf Qardawi, Muammal Hamidy (Penerjemah), 1983, Halal dan Haram 

dalam Islam, Jakarta : Bina Ilmu 
 
 

B. Perundang-Undangan 
 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
 
Kompilasi Hukum Islam 
 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

 
  



 

C. Jurnal 
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